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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

FEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJOQ TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2] dan
Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan
bahwa pimpinan perangkat daerah pemrakarsa
menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanazan penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Desa, perlu membentuk
Tim Penyusun ~ Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Desa,

c. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat . 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Xabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahnun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tenfang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1! Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dar Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322];

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nemor
611];

7. Peraturan Menterd Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1033);

9, Peraturan Menteri Keunangan Nomor

222 {PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1641);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukcoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 172);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukcharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukcoharjo Tahun 2020 Nomor
9%

12.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomer 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
Nomer 9);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Desa dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana
dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
perurnusan Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Desa;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam
rangka Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa;

£. menyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Desa; dan

d. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

KEEMPAT . Keputusan Sekretaris Daerah ini muiai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

P;. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Broee

f BUDI SANTGSD/(

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

{. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukcharjo di Sukoharjo;

3. Anggota Tim yang bersangkutan.




Lampiran :

Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKQHARJO
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

KEDUDUKAN
NO. JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
i. | Sekretaris Daerah Kabupaten Pengarah Memberi arahan,
Sukoharjo nasihat, dan
petunjuk
2. | Asisten Pemerintahan dan Penanggung | Bertanggung jawab
| Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Jawab seluruh kegiatan
Daerah Kabupaten Sukoharjo
3. | Kepala Dinas Pemberdayaan Ketua Bertanggung jawab
Masyarakat dan Desa Kabupaten terhadap
Sukoharjo pelaksanaan
kegiatan
4. | Kepala Bidang Pemerintahan Desa Wakil Ketua | Bertanggung jawab
pada Dinas Pemberdayaan terhadap
Masyarakat dan Desa Kabupaten peiaksanaan
Sukoharjo kegiatan
5. | Kepala Seksi Penataan dan Sekretans Bertanggung jawab
Administrasi Pemerintahan Desa di bidang
pada Bidang Pemerintahan Desa kesekretariatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sukeoharjo
6. | Kepala Bidang Pembangunan Desa Anggota Bertanggung jawab
pada Dinas Pemberdayaan sesuai bidang
Masyarakat dan Desa Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
7. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada | Anggota Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daerah Kabupaten sesuai bidang
Sukeoharjo tugasnya
8. | Kepala Seksi Keuangan dan Aset Anggota Bertanggung jawab
Desa pada Bidang Pemerintahan sesual bidang
Desa Dinas Pernberdayaan tugasnya

Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sukohano




NIP. 19920630 202012 2 016
Pelaksana pada Bidang
Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukohatjo

1 2 3 4
9 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Anggota Bertanggung jawab
Aparatur Desa pada Bidang sesuai bidang tugasnya
Pemerintahan Desa Dinas
Permberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukchario
' 10. | Kepala Seksi Pengembangan Desa Anggota Bertanggung jawab
pada Bidang Pembangunan Desa sesuai bidang tugasnya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
| dan Desa Kabupaten Sukoharjo
11. | Kepala Sub Bagian Perundang- Angpgota Bertanggung jawab
undangan pada Bagian Hukum sesuai bidang tugasnya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
12. | Didik Septiawan, SE, M.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19730924 199803 1 005 sesuai bidang tugasnya
| Pengawas Pemerintah Madya pada
Inspekterat Kabupaten Sukoharjo
13. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Anggota Bertanggung jawab
i pada Bidang Perbendaharaan Badan sesuai bidang tugasnya
Keuangan Daerah Kabupaten
| Sukoharjo
14, | Agus Haryanto, SE Angpota Bertanggung jawab
NIP. 19680808 199201 1 001 sesuai bidang tugasnya
i Pelaksana pada Bidang
Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo
15. | Hapsari Trisna Widian, A.Md Angpota Bertanggung jawab
NIP. 19871008 201001 2 028 gesual bidang tugasnya
Pelaksana pada Bidang
Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukcharjo
16. j Suranto Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19661020 200701 i 021 sesuai bidang tugasnya
Pelaksana pada Bidang
Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo
17. | Nurlaela Adila, SE Anggota Bertanggung jawab

sesuai bidang tugasnya
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3 4

Dwi Wahyuni, SH
NIP. 19820620 200903 2 006

Pelaksana Penyusun Rancangan

Perundang-Undangan pada
Hukum Sekretanat
Kabupaten Sukoharjo

Bagian
Daerah

Anggota Bertanggung jawab
sesual bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Do

# BUDI SANTOSO




